
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1OO.3.3.2 / 6s / K I 4 t t.Or3 I 2026

TENTANG

PEMBEBASAN REIRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI MASYARAKA'T BERPENGHASILAN RENDAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Bagt Masyarakat
Berpenghasilan Rendah ;

1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 2OO2 tentang
Bangunan Gedung ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2Oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Talrun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerin tahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 20O2 tentang Bangunan Gedung;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlor, 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolehan Rumah;

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralryat Nomor 22/KPISlM/2023 tentang Besaran
Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
Batasan Luas Lanrtal Rumah Umum dan Rumah
Swadaya;

12. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 03.HK/KP[S/Mn/2O24, Nomor
30 1 S/KPTS/M / 2024, Nomor 600. LO-4a49 Tahun 2024
tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun
2023 teilang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun
2024 tentar^g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dikenakan kepada:
a. pemilik bangunan : Koeshardiono Wibowo/

gedung P/t. Dalem Sejahtera
[,antabur

b. alamat pemilik : Jalan Halim Perdala
Kusuma 20 Kelurahan
Jamsaren Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri

c. nama bangunan gedung : Perumahan Griya Permata
Sejahtera

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI
PERSRTUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH.



d. alamat bangunan gedung

e. fungsi bangunan gedung
f. sub fungsi
g. tipe bangunan/jumlah

unit

: Dusun Sambirobyong Desa
Jekek Kecamatan Baron
Kabupaten Nganjuk

: Fungsi Hunian
: Rumah Deret MBR
: Tipe 3O/70 Unit

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini
akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peratur€rn perundang-
undangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 5 Pebruari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dengan aslinya
GIAN HUKUM,

S S si.
Pembina I
NIP. 1968050 r99202


